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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami yang mentalak istrinya
di Pengadilan Agama pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan Putusan
Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Didalam dua putusan tersebut pihak yang
berperkara sama-sama mempunyai anak dibawah umur. Pada putusan yang
Pertama Hakim telah menambah amar putusannya mengenai tentang nafkah anak,
meskipun pihak yang berperkara tidak menuntutnya. Sedangkan putusan yang
kedua hakim hanya memutus tentang perceraiannya saja tanpa menyebutkan
nafkah anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sikap pasif hakim
dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang
meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang
dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan,
putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumen. Yaitu
dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor
535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah untuk
mengetahui bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara perceraian suami
istri yang memiliki anak di bawah umur. Sebagai bahan penelitian diambil dua
putusan pengadilan agama yakni: putusan nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan
putusan nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Hasil dari penelitian ini pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba
Hakim disini bersikap aktif dengan menggunakan ex officio sebagai acuannya.
sedangkan pada putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb Hakim bersikap pasif
tanpa mempetimbangkan hak anak pasca perceraian.



